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|

|

BUPATI TANA TIDUNG,
|

: a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33
Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional,
Kepala Daerah menetapkan standar harga satuan biaya
honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau
pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan
kendaraan dinas dan pemeliharaan berpedoman pada
standar harga satuan regional memperhatikan prinsip
efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran dan dapat
menetapkan standar harga satuan selain standar harga
satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam 'negeri,
rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor,
pengadaan kendaraan dinas dan pemeliharaan
berpedoman pada standar harga satuan regional dengan
memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan
dan kewajaran sesuai dengan ketentuan pérundang-
undangan; |

|

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran
2022.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; |

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
_ tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran |Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas ISistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus

n'

haritseko@gmail.com
Text Box
SALINAN



Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian
Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
pembendaharaan Negara (Llembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3.

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelotaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4.

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian
Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5.

. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

6.

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagai mana beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

7.



10.

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang8.
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar9.
Harga Satuan Regional (Lkembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 57);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA
TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

(1)

(2)

(3)

1. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja
program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar
penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tana
Tidung.

. Standar Satuan Harga adalah standar harga satuan barang dan standar2.
biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan
anggaran dalam RKA-SKPD berbasis kinerja Tahun Anggaran 2022.

. Apabila terdapat harga yang belum ada dan/atau harga melebihi nilai3.
yang ada distandar satuan harga dapat melampirkan minimal 3 (tiga
harga toko atau pabrik.

Pasal 2

Standar Satuan Harga merupakan batas tertinggi yang besaran biayanya
tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran
2022.
Dalam rangka pelaksanaan anggaran Perubahan Standar Satuan Harga
berfungsi sebagai :

a. batas tertinggi; dan
b. estimasi.

Fungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dimaknai bahwa besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.



(4) Fungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat((2) huruf b
dimaknai bahwa besaran biaya yang dapat dilampaui sesuai harga pasar
dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomi,
efisiensi, efektifitas serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(5) Pada Pasal 1 Standar Satuan Harga yang belum tercantum dalam lampiran
Peraturan Bupati ini dan diperlukan oleh Perangkat Daerah maka harga
Barang dan Jasa dimaksud disesuaikan dengan harga pasar.

Pasal 3
|

Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimakud dalam Pasal
2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupatiini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan|| Peraturan
Bupatiini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Salinan sesuai dengan aslinya Ditetapkan di Tideng Pale,
KEPALA BAGIAN HUKUM pada tanggal 26 November 2021
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